
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang dinamika kehidupan terus berlangsung,

permasalahan sosial akan cenderung meningkat baik jumlah maupun

kompleksitasnya seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan tidak

mengenakkan dan mengganggu banyak orang, kehadirannya sangat

tidak diharapkan oleh semua orang. Pada umumnya penyebab

masalah sosial tidak tunggal tetapi multi faktor, sehingga tidak mudah

menentukan faktor penyebab dari masalah sosial. Begitu pula dampak

masalah sosial sangat beragam baik terhadap diri sendiri, keluarga,

kelompok maupun masyarakat. Untuk mengatasi masalah sosial

sangat diperlukan pelayanan pekerjaan sosial (sosial work services)

yang profesional yang keberadaannya tidak tergantung pada ada

tidaknya Departemen Sosial melainkan pelayanan pekerjaan sosial

akan tetap diperlukan sepanjang kehidupan manusia itu masih ada.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral

dari pembangunan nasional. Pembangunan kesejahteraan sosial

bertujuan untuk : (1) Membina, menyelamatkan, memulihkan dan

mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial agar

dapat hidup dan berkembang wajar; (2) Menggali dan memanfaatkan

 



potensi sumber kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan usaha

kesejahteraan sosial dan peningkatan serta pemerataan pelayanan

sosial; (3) Meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

rentan guna me'ndukung pemulihan kehidupan ekonomi nasional.

Masyarakat rentan artinya masyarakat yang mempunyai

kecenderungan tinggi akan mengalami masalah sosial meskipun

masalahnya belum terjadi pada saat ini, seperti masyarakat yang

bertempat tinggal di daerah rawan bencana, janda yang hidup miskin,

dan sebagainya; (4) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme

sumber daya manusia dalam jajaran pembangunan kesejahteraan

sosial; dan (5) Mengembangkan kepekaan, kepedulian,

kesetiakawanan sosial, etika, moral dan tanggung jawab sosial

masyarakat mampu.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut relevan

dengan TAP MPR Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara (GBHN) yang telah meletakkan dasar bagi arah

pembangunan sosial dan budaya sebagai berikut

(1) Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh

tenaga kerja untuk mendapatkan periindungan, keamanan dan

keselamatan kerja yang memadai yang pengelolaannya melibatkan

pemerintahan, perusahaan dan pekerja; (2) Membangun ketahanan

sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan

pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

 



dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan

turunnva kualitas generasi muda; (3) Membangun apresiasi terhadap

penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan

martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya; (4) Meningkatkan

kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak

terlantar serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan

kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat; (5) Memberantas secara sistematis perdagangan dan

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dengan

memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen,

pengedardan pemakai; dan (6) Memberikan aksesibilitas fisik dan non

fisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala

pengambilan keputusan.

Secara lebih spesifik, sebagai upaya untuk mengantisipasi

perkembangan dan tantangan pembangunan yang akan datang, maka

arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial memperhatikan

hal-hal sebagai berikut : (1) pelayanan yang berorientasikan hak asasi

manusia yang berkeadilan sosial; (2) pelayanan berskala besar atau

struktural sesuai dengan hakikat masalah sosial di Indonesia di

samping pelayanan klinis yang tetap diperlukan. Pelayanan sosial kritis

mendayagunakan kemampuan-kemampuan keluarga dan masyarakat;

(3) pelayanan pemberdayaan yang bersifat proaktif-antisipatif jangka

panjang di samping pelayanan yang bersifat responsif sesuai dengan

 



kebutuhannya; (4) pelayanan desentralisasi yang mengedepankan

potensi dan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan masyarakat

dengan tetap memperhatikan pelayanan sosial yang sifatnya fasilitatif

serta pelaksanaan tujuan umum pemerintah di bidang kesejahteraan

sosial; (5) pelayanan yang berorientasi pada masyarakat dengan

pendekatan holistik-integratif berlandaskan prinsip Tri Bina, yaitu bina

manusia, bina usaha, dan bina lingkungan; (6) pelayanan yang

berorientasikan modal sosial yang mengedepankan mekanisme

jaminan sosial masyarakat didukung oleh pelayanan yang berorientasi

sosial ekonomi; dan (7) pengembangan jaring ketahanan sosial yang

berorientasikan pengembangan jaringan hubungan sosial dalam

masyarakat yang responsif-antisipatif dan berkemampuan dalam

menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di

dalam masyarakat.

Dengan demikian, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial

adaiah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha

dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan,

keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak azasi manusia serta nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat berarti sangat luas

yang mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan, kesehatan,

agama, dan tenaga kerja, namun dapat pula berarti sempit yang

 



bertujuan untuk menangani masalah sosial. Hal ini dikemukakan oleh

Irawan Soehartono (Suhendra 1995 : 32) sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang luas yang meliputi :
kesehatan, pendidikan, perumahan, pelayanan kerja, pemeliharaan
penghasilan (asuransi sosial dan asistensi bantuan sosial),
sedangkan kesejahteraan sosial yang sempit merupakan tugas
yang menjadi tanggung jawab Departemen Sosial walaupun dalam
pelaksanaannya disamping kegiatan internal juga melaksanakan
tugas-tugas tentang sektoral (cakupan kesos yang luas).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa tugas pembangunan

kesejahteraan sosial untuk menangani masalah sosial. Masalah sosial

menurut Kartini Kartono (1990:2) merupakan "suatu situasi sosial yang

dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai

mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang

banyak." Masalah sosial dimaksud dapat berupa masalah sosial

konvensional, seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

Keterasingan (komunitas adat terpencil) dan ketunaan sosial (WTS,

gelandangan dan pengemis, bekas narapidana dan bencana alam).

Selain itu ada pula masalah sosial kontemporer seperti kerusuhan

sosial/ konfiik sosial, korban tindak kekerasan pada anak, wanita dan

lanjut usia, keluarga bermasalah psikologis, anak jalanan, korban

penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif (Napza) dan penderita

HIV/AIDS.

Seiring dengan perkembangan zaman, kita memasuki abad 21

yang merupakan era globalisasi. Era globalisasi merupakan tantangan

 



kehidupan manusia secara global yang melibatkan seluruh umat

manusia. Kehidupan era globalisasi ditandai dengan adanya

perdagangan bebas dan kemajuan teknologi yang menjadikan dunia

semakin transparan. Perkembangan global dapat melahirkan masalah

sosial yang baru sebagai dampak (impact) dari perubahan yang

demikian cepat pada segala bidang kehidupan. Berkaitan dengan hal

itu, Tillaar (1998 : 15) mengemukakan bahwa :

Abad 21 ditandai oleh berbagai perubahan besar yaitu (a) suatu
dunia yang terbuka; (b) perkembangan ilmu dan teknologi yang
sangat pesat; (c) semakin tingginya kesadaran terhadap hak asasi
manusia; dan (d) hidupnya bisnis internasional. Sedangkan kondisi
era globalisasi adaiah sebagai (a) masyarakat yang kompetitif; (b)
kualitas yang tinggi; (c) era informasi; (d) era komunikasi dan
maraknya kehidupan bisnis; dan (e) era teknologi. Di balik itu
semua pada abad 21 akan muncul ketegangan-ketegangan
tersebut adaiah : (a) ketegangan antara yang global dan yang lokal;
(b) ketegangan antara yang universal dan individual; (c)
ketegangan antara yang tradisional dan modernitas, (d)
ketegangan antara program jangka panjang dan pendek; (e)
ketegangan antara kehidupan untuk berkompetisi dan kesamaan
kesempatan bagi semua orang; (f) kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang pesat dapat menimbulkan ketegangan dengan
keterbatasan kemampuan manusia untuk menyerap kemajuan
tersebut; dan (g) ketegangan antara yang spiritual dan yang
material.

Selain perubahan global tersebut, kondisi multi krisis yang

melanda bangsa Indonesia semakin meningkatkan kuantitas dan

kualitas permasalahan kesejahteraan sosial yang dapat di lihat dari

peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kondisi krisis juga dapat menurunkan kemampuan pemerintah dan

masyarakat dalam menangani permasalahan sosial sehingga

penanganan terhadap permasalahan sosial yang berkembang cepat

 



tersebut tidak diikuti secara proporsional oleh dukungan sumber-

sumber secara berimbang. Diperkirakan masalah kemiskinan,

keterlantaran, kecacatan, keterasingan, ketunaan sosial, konfiik

horizontal bernuansa SARA, penyalahgunaan narkoba, HIV dan tindak

kekerasan akan terus meningkat. Seiring dengan terjadinya

peningkatan permasalahan sosial tersebut, terjadi pula perubahan

kelembagaan pembangunan kesejahteraan sosial baik dari dimensi

struktural maupun fungsional dan hilangnya hierarki struktural antara

pusat dan daerah sebagai konsekuensi logis dari kebijakan otonomi

daerah. Hal ini menimbulkan permasalahan mendasar dalam kaitannya

dengan upaya menjamin adanya konsistensi antara kebijakan

pembangunan kesejahteraan sosial dengan pelaksanaannya pada

tingkat operasional di daerah. Kondisi ini terjadi karena adanya

perbedaan pemahaman dalam menafsirkan visi dan misi

pembangunan kesejahteraan sosial antara pemerintah dan

masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa pembangunan

kesejahteraan sosial bukan tugas pemerintah semata namun

masyarakat juga hendaknya berperan aktif dalam pembangunan

kesejahteraan sosial. Sementara itu dari sisi masyarakat, sebagian

besar masyarakat menganggap bahwa pembangunan kesejahteraan

sosial merupakan tugas pemerintah semata sehingga masyarakat

selalu mengharapkan lebih besar bantuan dari pemerintah dengan

mengabaikan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat itu

 



ftiri. Hal ini berakibat pada terkurasnya energi pada pengalokasian

sumber-sumber pemerintah untuk program kesejahteraan sosial yang

tidak proporsional sementara masalah sosial terus bergulir sehingga

menimbulkan permasalahan yang multi dimensional. Kondisi di atas

berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan terutama pertumbuhan

ekonomi, integrasi sosial, keamanan, ketertiban, biaya sosial yang

pada akhirnya dapat mengancam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Untuk merespon berbagai perubahan di atas, dengan

memperhatikan perkembangan masalah sosial dan keterbatasan

sumber-sumber, maka lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat)

harus mampu mengembangkan kualitasnya sebagai wahana untuk

mengembangkan sumber daya manusia pekerjaan sosial secara

berkesinambungan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa lembaga

diklat merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk

mengembangkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial baik

yang beriatar belakang disiplin ilmu profesi pekerjaan sosial maupun

non profesi pekerjaan sosial agar mampu memberikan pelayanan

sosial yang terbaik bagi klien.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu lembaga diklat yang

bertanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia

kesejahteraan sosial adaiah Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan

Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung. Hal ini sesuai dengan

 



Keputusan Kepala BKSN Nomor : 08A/HUK/BKSN/2000, bahwa

kedudukan BBPPKS Bandung sebagai salah satu unit pelaksana

teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di

lingkungan Departemen Sosial. BBPPKS Bandung yang semula

eselon III dengan wilayah kerja seluruh Indonesia dan diklat yang

dilaksanakan terbatas hanya diklat pekerjaan sosial, sejak tahun 2000

BBPPKS Bandung berubah status menjadi eselon II dengan jenis

diklat yang dilaksanakan tidak terbatas pada diklat pekerjaan sosial

namun dapat pula menyelenggarakan diklat penjenjangan (struktural)

sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Dengan status eselon II

tersebut memberikan peluang bagi BBPPKS Bandung untuk memiliki

"Bargaining Position" yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya di bidang diklat kesejahteraan sosial. BBPPKS Bandung

memiliki enam wilayah kerja yaitu Propinsi Jawa Barat, Propinsi DKI

Jakarta, Propinsi Lampung, Propinsi Banten, Propinsi Kepuiauan

Bangka Belitung dan Propinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini

memberikan peluang bagi BBPPKS Bandung untuk lebih otonom

dalam mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan diklatnya

sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di

wilayah kerjanya.

Upaya pengembangan program diklat perlu selalu diupayakan

secara berkelanjutan sehingga program diklat yang dilaksanakan

BBPPKS Bandung dapat menjamin lahirnya sumber daya manusia
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ng berkualitas sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep

"Life Long Education", karena proses peningkatan kualitas sumber

daya manusia tidak hanya berwujud pada tatanan pendidikan di

persekolahan saja tetapi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan

"in service training", yang salah satu bentuknya adaiah pendidikan dan

pelatihan.

Sejalan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor : 22

tahun 1999 tentang Otonomi daerah, maka daerah-daerah tertentu

sudah mulai merintis untuk membangun lembaga diklat kesejahteraan

sosial secara mandiri, salah satunya di Kota Bandung sudah ada Balai

Diklat Kesejahteraan Sosial meskipun sasaran peserta diklatnya

adaiah masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kesejahteraan

sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/TKSM). Hal ini

merupakan ancaman sekaligus peluang bagi BBPPKS Bandung untuk

lebih meningkatkan kualitas programnya yang benar-benar sesuai

dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu diklat yang dilaksanakan

seharusnya senantiasa didasarkan pada hasil analisis kebutuhan diklat

(Training Need Assesment/TNA).

Dengan analisis kebutuhan diklat diharapkan diklat yang

dilaksanakan akan sesuai dengan kebutuhan diklat yang berkembang

di wilayah kerja BBPPKS Bandung. Pengembangan program diklat

dapat diartikan membuat perencanaan diklat yang baru atau untuk

memperbaiki program diklat yang telah ada sebelumnya agar sesuai
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dengan kebutuhan karyawan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat

menunjang organisasi sejalan dengan perkembangan zaman.

Pengembangan program diklat apabila dilihat dari proses atau tahapan

dalam pelatihan termasuk dalam kegiatan persiapan atau tahap

perencanaan diklat, dapat juga disebut mendesain pelatihan atau

menyusun rangcang bangun pelatihan. Dalam merancang bangun

pendidikan dan pelatihan didasarkan pada konsep social marketing

dimana lembaga saat ini harus mencoba untuk menawarkan program

diklat kepada sasaran/ peserta diklat seperti kepada Dinas Kesehatan

menawarkan diklat Pekerjaan Sosial Medis dan kepada Dinas

Kehakiman menawarkan diklat Pekerjaan Sosial Koreksional.

Pengertian Sosial Marketing sebagaimana dikemukakan oleh Kotler

dan Eduardo (1989 : 15) adaiah

Social marketing is a strategy for changing behavior. It
combines the best elements of the traditional approaches to social
change in integrated planning and action frame work and utilitizes
in communication technology and marketing skill.

Penyataan di atas dapat diartikan pemasaran sosial merupakan

suatu strategi untuk mengubah perilaku yang menggabungkan

beberapa elemen terbaik dari pendekatan tradisional untuk perubahan

sosial yang diramu dalam perencanaan integral dan kerangka tindakan

dengan menggunakan keahlian dalam teknologi komunikasi dan

keahlian marketing. Dengan demikian, konsep sosial marketing yang

diterapkan BBPPKS Bandung dalam pengembangan program diklat

dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaksana pembangunan
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kesejahteraan sosial melalui kegiatan diklat agar dalam memberikan

pelayanannya didasarkan pada konsep-konsep pekerjaan sosial

dengan memanfaatkan kecanggihan komunikasi dan pemasaran. Hal

ini sejalan dengan tujuan dari sosial marketing itu sendiri yang

mencakup perubahan pengenalan (cognitif change), perubahan

kegiatan (action change), perubahan tingkah laku (behavior change)

dan perubahan nilai (value change). Dengan demikian, dalam sosial

marketing yang dipasarkan itu adaiah produk sosial. Secara lebih

jelasnya Kotler (1989 : 25) membagi produk sosial itu menjadi tiga

bagian yaitu : (1) gagasan (sosial idea) yang meliputi atas keyakinan

(belief), sikap (attitude) dan nilai (value); (2) kegiatan sosial (sosial

practice) yang meliputi tindakan dan pola perilaku; dan (3) objek

berwujud (tangible object).

Sebelum melaksanakan suatu program diklat sesuai dengan

kebutuhan yang berkembang di lingkungan stakeholders, maka

teriebih dahulu dilaksanakan analisis kebutuhan pelatihan (Training

Need Assesment). Apabila hasil analisis kebutuhan pelatihan sudah

diketahui, maka sesegera mungkin konsep sosial marketing

dilaksanakan. Konsep ini dilaksanakan sebagai upaya untuk

mengembangkan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

tuntutan otonomi daerah. Selain itu demi berkibarnya profesi pekerjaan

sosial ke depan akan dikembangkan pula diklat Pekerjaan Sosial

Industri dan diklat Pekerjaan Sosial Sekolah. Hal ini merupakan salah
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satu wujud untuk terus mengadakan perubahan yang berkelanjutan

guna selalu mengadakan penyesuaian dengan trend yang

berkembang saat ini. Hal ini ditempuh agar mampu menghasilkan

program diklat unggulan yang mampu menopang visi dan misi

BBPPKS Bandung.

Penerapan kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana tertuang

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, yang meletakkan kewenangan dan tanggung jawab

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

termasuk pembangunan kesejahteraan sosial pada kabupaten/ kota.

Hal ini tentunya hams disikapi dengan langkah nyata ke arah

terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan

sosial dengan pengembangan wawasan, sikap dan perilaku sesuai

dengan nilai dan etika pekerjaan sosial serta kompetensi sebagai

pekerja sosial melalui pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan

sosial pada semua strata, baik pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha. Pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial harus

mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi upaya

peningkatan pelayanan sosial yang berkualitas. Dalam

mengembangkan program kediklatannya, BBPPKS Bandung

menggunakan pendekatan manajemen stratejik pada tingkat

pengambil kebijakan. Manajemen stratejik dapat dipahami sebagai

suatu proses untuk memadukan kemampuan internal dari suatu
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organisasi terhadap tuntutan lingkungan eksternalnya yang diperlukan

untuk mengalokasikan manusia dan sumber daya material secara

efektif.

Selanjutnya, Alan J. Rowe (1989:2), mengemukakan manajemen

stratejik sebagai berikut:

Strategic Management is the process of aligning the internal
capability of an organization with the external demands of its
environment is needed to allocate human and material resources
effectively.

Pengertian di atas berarti bahwa manajemen stratejik merupakan

suatu proses untuk memadukan kemampuan internal dari suatu

kesadaran organisasi terhadap tuntutan lingkungan eksternalnya yang

diperlukan untuk mengalokasikan manusia dan sumber daya material

secara efektif.

Lebih jelasnya, Suwarsono (1996 : 6) mengemukakan bahwa :

Manajemen stratejik merupakan usaha manajerial
menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi
peluang yang muncul guna mencapai tujuan organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.

Hal ini berarti BBPPKS Bandung perlu mendayagunakan

sumber-sumber internalnya baik sumber daya manusia (pegawai)

maupun sumber material untuk menghadapi tuntutan lingkungan

eksternal (kebutuhan diklat pada Pemda, Departemen lain dan

lembaga diklat yang lain). Penggunaan pendekatan ini diasumsikan

akan mampu mengembangkan program kediklatan BBPPKS Bandung,

karena pendekatan ini dipandang mampu mengantisipasi perubahan
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yang terjadi berkaitan dengan perubahan global yang terjadi dengan

cepat dan seiring dengan penerapan otonomi daerah dewasa ini.

Manajemen stratejik memiliki beberapa komponen yaitu

perencanaan stratejik, struktur organisasi, ketersediaan sumber-

sumber dan pengendalian stratejik. Hal tersebut dikemukakan oleh

Rowe (1990: 12-14) sebagai berikut :

Strategic management, at the hub of the four factor model is the
process of managing all four factor to achieve a strategy. The four
factor model a systems framework for strategic management is
strategic planning, resources requirements, organizational
structure and strategic control.

Apabila dicermati keterkaitan manajemen stratejik dengan

pengembangan program diklat, maka salah satu komponen

manajemen stratejik dalam mengembangkan program diklat adaiah

ketersediaan sumber-sumber yang di dalamnya termasuk Sumber

Daya Manusia (SDM). Dalam pembangunan kesejahteraan sosial,

terdapat permasalahan SDM kesejahteraan sosial secara umum

sebagai berikut :

1. Jumlah SDM kesejahteraan sosial (pegawai dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Masyarakat/TKSM) tidak sebanding dengan

populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

berjumlah sekitar 31,4 juta jiwa.

2. Mutu SDM kesejahteraan sosial belum memadai, karena

terbatasnya kompetensi dan integritas dalam merencanakan,
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melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan kesejahteraan

sosial.

3. Penyebaran SDM kesejahteraan sosial seiain belum merata juga

belum terpetakan datanya secara rinci, terutama menyangkut

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya, karena adanya

perubahan pada konfigurasi SDM kesejahteraan sosial seiring

dengan penerapan kebijakan otonomi daerah.

4. Penyelenggaraan diklat belum memenuhi standar minimal diklat

SDM kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

5. Belum terjalinnya secara mantap kerjasama, koordinasi dan jejaring

kerja antara penyelenggara diklat kesejahteraan sosial, baik

pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

dunia usaha maupun pihak lain yang terkait.

Berkaitan dengan permasalahan SDM Kesejahteraan sosial di

atas dan semangat otonomi daerah, maka sebagai wujud implementasi

manajemen stratejik BBPPKS Bandung telah melaksanakan berbagai

diklat kesejahteraan sosial baik untuk pelaksana pembangunan

kesejahteraan sosial yang ada di Depertemen Sosial dan pemerintah

daerah maupun untuk pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial

pada departemen lain seperti pada Departemen Kesehatan dengan

diklat Pekerjaan Sosial Medis dan pada Departemen Kehakiman

dengan diklat Pekerjaan Sosial Koreksional. Sampai tahun 2004 ini

diklat pekerjaan sosial medis sudah dilaksanakan sebanyak 4

 



17

angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatannya adaiah

30 orang yang berasal dari rumah sakit dan panti sosial di 6 wilayah

kerja BBPPKS Bandung. Sedangkan untuk diklat Pekerjaan Sosial

Koreksional telah dilaksanakan sebanyak 2 angkatan selama 12 hari

dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 120 jam pelatihan. Diklat ini

pada setiap angkatannya diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal

dari balai pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan dan rumah

tahanan dari 6 wilayah kerja BBPPKS Bandung untuk tahun 2004

terdiri dari 14 orang dari Propinsi Jawa Barat , 4 orang dari Propinsi

DKI Jakarta, 4 orang dari Propinsi Lampung, 4 orang dari Propinsi

Banten, 4 orang dari Propinsi Kepulauan Riau dan 4 orang dari

Propinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan dari tanggal 14 s.d 27

April 2004. (sumber : Bidang Penyelengaraan Diklat dan Kerjasama

BBPPKS Bandung, 2004). Sedangkan untuk kondisi SDM di BBPPKS

Bandung dapat di lihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1

KEADAAN PEGAWAI BBPPKS BANDUNG BERDASARKAN
JENIS PENDIDIKAN

TAHUN 2004

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE

1. Doktor (S3) 0 0,00

2. Magister (S2) 14 15,56

xj.
Cnrinnn /CM\Odijai ia \o i / CO T)

4. Diploma III 4 4,44

5. SLTA 14 15,56

6. SLTP 0 0,00
7. SD 2 2,22

Jumlah 90 100

Sumber: Kepegawaian BBPPKS, 2004
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Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa SDM

BBPPKS Bandung sebagian besar yang mencapai 82,22% (74 orang)

adaiah sarjana muda s.d pascasarjana. Hal ini tidak berarti BBPPKS

Bandung tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan SDM.

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan SDM di BBPPKS

Bandung yang meliputi : belum semua pegawai memahami visi dan

misi BBPPKS Bandung, kurangnya penghargaan terhadap pegawai

(rajin malas sama saja), terbatasnya widyaiswara sebagai unsur

penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta jenjang

karir yang tidak jelas (formasi jabatan struktural terbatas dan formasi

jabatan fungsional memeriukan kompetensi tertentu yang belum tentu

dimiliki oleh setiap pegawai serta kebutuhan akan jabatan fungsional

pun terbatas pula).

Permasalahan lain di BBPPKS Bandung berkaitan dengan belum

optimalnya pelaksanaan catur tertib (disiplin program, administrasi,

personil dan anggaran). Apabila di lihat dari segi program, maka

program diklat yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan

karakteristik khusus wilayah kerja BBPPKS Bandung. Selain itu,

BBPPKS Bandung belum menjadi lembaga pengembangan dan

pembinaan jabatan fungsional pekerjaan sosial yang merupakan satu-

satunya jabatan fungsional di bawah pembinaan Departemen Sosial.

Disamping itu, diklat-diklat yang dilaksanakan BBPPKS Bandung

masih berorientasi pada off the job training (peserta didatangkan dan

 



diasramakan di BBPPKS Bandung) dan hanya sedikit kuantitasnya

pelaksanaan diklat on the job training dan mobile training.

Berdasarkan pencermatan (scaning) dan identifikasi masalah di

atas, penulis memandang penting untuk mengadakan penelitian

dengan judul "Implementasi Manajemen Stratejik dalam

Pengembangan Program Diklat di Era Otonomi Daerah pada Balai

Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)

Bandung."

B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, dapat dipahami

bahwa permasalahan yang dihadapi BBPPKS meliputi : (1) kurangnya

koordinasi dalam pengembangan program diklat; (2) terbatasnya

sarana dan prasarana dalam mengembangkan program diklat; (3)

terbatasnya jumlah widyaiswara; (4) Adanya kekhawatiran setiap

daerah memiliki lembaga diklat kesejahteraan sosial secara mandiri;

dan (5) Adanya kekhawatiran diklat kesejahteraan sosial dianggap

tidak penting oleh user (pemerintah daerah dan departemen terkait

lainnya).

Dari kelima permasalahan di atas, masalah yang paling utama

dan mengancam eksistensi BBPPKS Bandung adaiah kekhawatiran

diklat kesejahteraan sosial dianggap tidak penting oleh user

(pemerintah daerah dan departemen terkait lainnya). Untuk mengatasi
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masalah tersebut diperlukan analisis kebutuhan diklat yang mampu

menghasilkan diklat sesuai dengan kebutuhan user (pemerintah

daerah dan departemen terkait lainnya). Selanjutnya setelah dilakukan

rancang bangun diklat sesuai dengan kebutuhan user, diklat tersebut

ditawarkan kepada user dengan menggunakan teknik social marketing.

Untuk mencapai semua itu perlu adanya penerapan manajemen

stratejik yang relevansinya secara kontekstual dipandang tepat di era

otonomi daerah saat ini. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan

yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini tertuju pada

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat saja

menganggap usaha kesejahteraan sosial sebagai beban.

Berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan masalah pokok

yang akan dibahas dalam penelitian ini adaiah :

"Bagaimana implementasi manajemen stratejik dalam pengembangan

program diklat di era otonomi daerah pada Balai Besar Pendidikan dan

Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung ?"

Melalui implementasi manajemen stratejik dalam

pengembangan program diklat dimaksudkan untuk mewujudkan

ketercapaian visi BBPPKS Bandung yaitu mewujudkan BBPPKS

Bandung sebagai lembaga terdepan dalam pengembangan kualitas

sumber daya manusia kesejahteraan sosial pada tahun 2010. Hal ini

berarti output yang diharapkan dari implementasi manajemen stratejik

adaiah menghasilkan sumber daya manusia (alumni dikiat) yang

 



berkualitas. Alumni diklat yang berkualitas ditunjukkan

penguasaannya terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan yang

diberikan seiama pelatihan berlangsung, mampu

mempertanggungjawabkan hasil diklat dan mampu merespon tuntutan

kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa komponen

manajemen stratejik meliputi : (1) Perencanaan stratejik; (2) Struktur

organisasi; (3) Ketersediaan Sumber-sumber; dan (4) Pengawasan

stratejik. Mengingat luasnya pembahasan mengenai manajemen

stratejik, maka untuk kepentingan studi dan fokus analisis pada

penulisan tesis ini, akan di kupas secara lebih mendalam salah satu

komponen dari manajemen stratejik yaitu perencanaan stratejik

terutama yang berhubungan dengan lembaga pengguna/user.

Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan dan analisis data dari

Pejabat struktural BBPPKS Bandung, Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia serta Departemen Kesehatan.

Masalah penelitian di atas, penulis kembangkan menjadi

beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana Pengelola BBPPKS Bandung melaksanakan

perencanaan stratejik untuk mengembangkan program diklat ?

a. Bagaimana visi, misi dan tujuan BBPPKS Bandung dalam

mengembangkan program diklat ?
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b. Bagaimana faktor-faktor pendorong dan penghambat yang

mempengaruhi pengembangan program diklat ?

c. Bagaimana faktor-faktor peluang dan ancaman yang

mempengaruhi pengembangan program diklat ?

2. Bagaimana struktur organisasi BBPPKS Bandung dapat

menunjang pengembangan program diklat ?

a. Bagaimana budaya organisasi dalam mendukung

pengembangan program diklat ?

b. Bagaimana koordinasi BBPPKS Bandung dalam

mengembangkan program diklat ?

3. Bagaimana ketersediaan sumber-sumber yang diperlukan dalam

mengembangkan program diklat ?

a. Bagaimana ketersediaan tenaga pengelola dalam

mengembangkan program diklat ?

b. Bagaimana ketersediaan tenaga widyaiswara/ fasilitator dalam

mengembangkan program diklat ?

c. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk

mengembangkan program diklat ?

d. Bagaimana daya dukung sumber-sumber eksternal dalam

mengembangkan program diklat ?

4. Bagaimana proses pengawasan stratejik BBPPKS Bandung dalam

mengembangkan program diklat ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka pelaksanaan

penelitian ini bertujuan :

1. Memperoleh gambaran empirik dan konkrit tentang implementasi

manajemen stratejik sebagai upaya pengembangan program diklat

di BBPPKS Bandung.

2. Mengetahui hambatan dan peluang dalam peningkatan proses

manajemen stratejik di BBPPKS Bandung.

3. Memahami implementasi manajemen stratejik sebagai upaya

pengembangan program diklat di lingkungan BBPPKS Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan

dari penelitian ini adaiah :

1. Sebagai upaya untuk menemukan peluang dan hambatan dalam

pengembangan program diklat di BBPPKS Bandung sebagai

bagian dari penyempurnaan lembaga diklat menuju standarisasi

dan sertifikasi lembaga diklat.

2. Memberikan masukan kepada manajemen dalam menyusun

perencanaan stratejik sebagai bagian dari manajemen stratejik di

BBPPKS Bandung.

3. Memberikan masukan kepada BBPPKS Bandung dalam

mengembangkan unsur-unsur lingkungan eksternal yang kondusif

bagi pengembangan program diklat pada Era Otonomi Daerah.
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4. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu

administrasi dan manajemen pendidikan, khususnya dalam

menerapkan konsep dan teori manajemen stratejik .

E. Kerangka Berpikir

Krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang melanda bangsa

Indonesia mengakibatkan kualitas dan kuantitas permasalahan sosial

meningkat. Hal ini berarti akan muncul tuntutan untuk meningkatkan

sasaran pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu, perubahan

global termasuk pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong

BBPPKS Bandung untuk melaksanakan konsep manajemen stratejik.

Implementasi manajemen stratejik ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa melalui implementasi manajemen stratejik BBPPKS Bandung

diharapkan akan tetap diperlukan keberadaannya karena mampu

menyelenggarakan diklat sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penerapan manajeman stratejik semakin memiliki arti penting

mengingat adanya perubahan yang semakin cepat dan kompleks.

Manajemen stratejik juga sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan

setiap masalah melalui pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah

sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penulis memiliki kerangka

berpikir sebagaimana divisualisasikan pada gambar di bawah ini :
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Gambar 1.1 : Kerangka Pikir Penelitian (Sumber: Alan J. Rowe dengan
Modifikasi)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Sebelum suatu perencanaan disusun teriebih dahulu harus

ditetapkan visi BBPPKS Bandung. Visi ini mengkomunikasikan

pemyataan tujuan utama lembaga dan merupakan kerangka acuan

yang harus tercermin dalam kegiatan nyata sebagai citra tentang masa

depan yang diinginkan. Selain itu, visi akan menunjukkan kemana

arah BBPPKS Bandung pada masa yang akan datang. Setelah visi

dirumuskan, BBPPKS Bandung perlu melaksanakan manajemen

stratejik dengan memperhatikan empat komponen, yaitu perencanaan

stratejik, struktur organisasi, ketersediaan sumber dan pengawasan
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stratejik. Pelaksanaan manajemen stratejik berusaha untuk

mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki organisasi dan meminimalkan

kelemahan untuk menghadapi ancaman yang akan mengganggu

eksistensi BBPPKS Bandung apabila tidak mampu memenuhi

kebutuhan diklat stakeholders dengan memanfaatkan peluang yang

ada. Manajemen stratejik merupakan proses perencanaan,

implementasi dan pengendalian satu strategi organisasi berkaitan

dengan lingkungan eksternalnya. Dengan demikian, BBPPKS

Bandung memandang bahwa konsep manajemen stratejik dapat

diterapkan pada situasi saat ini terutama dalam menghadapi

perubahan yang terjadi begitu cepat di masyarakat khususnya

berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Manajemen stratejik

memberikan arah bagi BBPPKS Bandung terhadap arah jangka

panjang yang akan dituju.

Manajemen stratejik menurut Rowe (1990 : 12) memiliki unsur-

unsur perencanaan stratejik, struktur organisasi, ketersediaan sumber-

sumber dan pengawasan stratejik. Pelaksanaan unsur-unsur

manajemen stratejik terutama pada perencanaan stratejik sangat

dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Perencanaan stratejik

memperhatikan rangkaian konsekuensi sebab akibat sepanjang waktu,

memperhatikan rangkaian tindakan alternatif yang terbuka di masa

yang akan datang, mengidentifikasi secara sistematis tentang peluang

dan ancaman di masa yang akan datang dan merupakan suatu proses
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penemuan misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Perencanaan strateji^sasl^

mempunyai porsi yang besar dalam menentukan keberhasilan

implementasi manajemen stratejik.

Selain komponen perencanaan stratejik yang berpengaruh dalam

implementasi manajemen stratejik adaiah struktur organisasi yang

termasuk di dalamnya budaya organisasi serta ketersediaan sumber-

sumber dan pengawasan strategi.

 




